[ SALINAN ]

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa  penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan
Keputusan presiden Nomor 12 tahun 2020 telah berdampak pada
perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan
pajak daerah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu
pemulihan ekonomi serta stabilitas penerimaan pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri = Nomor
1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah,
penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian insentif
berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Penghapusan Sanksi
Administrasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomer 2907);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah berapa kali terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 20);


http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13940
http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14957

10. Peraturan Bupati Sorong Nomor 38 tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sorong.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

. Bupati adalah Bupati Sorong.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sorong.

10.
11.

. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan
dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah Kabupaten Sorong.

. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan pendalaman dan/atau laut.

. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek

Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai

suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Nomor Objek Pajak adalah nomor identitas objek pajak bumi dan bangunan.
Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda /bunga yang dikenakan kepada
wajib pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penetapan; dan

b. tata cara penghapusan sanksi administrasi.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 3

(1) Dalam rangka upaya menjaga stabilitas penerimaan daerah dan meningkatkan
penerimaan PBB-P2 serta merangsang wajib pajak untuk tetap taat
melaksanakan kewajiban perpajakan dalam masa penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sorong, Bupati Sorong dapat
menghapus sanksi administratif PBB-P2.

(2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 sampai dengan
Tahun Pajak 2021.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap wajib
pajak yang melakukan pembayaran denda keterlambatan PBB-P2 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 4
(1) Pembayaran  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah
pembayaran pokok PBB-P2 berkenaan tahun pajak yang terdapat sanksi
administratif.
(2) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghapusan
sanksi administratif dilakukan secara otomatis pada Sistem Informasi dan

Manajemen PBB dan BPHTB Kabupaten Sorong.

Pasal 5

Pemberian penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat

dilakukan untuk Nomor Objek Pajak.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007




